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BAB II

MEKANISME PENGOLAHAN DATA
2.1. Tinjauan Umum Perusahaan


PT. Pos Indonesia kantor cabang Klaten, sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang jasa salah satunya yaitu pengiriman paket pos. 


Pengiriman paket pos yang dilakukan PT. Pos Indonesia kantor cabang Klaten meliputi pengiriman paket kilat, paket kilat khusus dan paket biasa.

2.2. Sejarah Singkat PT. Pos Indonesia Klaten


PT. Pos Indonesia kantor cabang Klaten merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa yang meliputi jasa pengiriman berita, barang, uang serta jasa lainnya. Keberadaan Kantor  Pos Klaten tidak dapat dipisahkan dari sejarah pos dan telekomunikasi secara nasional.


Kedatangan Belanda ke Indonesia merupakan awal timbulnya komunikasi antara Indonesia dengan negara lain (Belanda) melalui surat. Hal inilah yang melatar belakangi dibentuknya suatu badan dengan nama Post en Telegraafdients pada tahun 1884 oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui staatsblad No. 52.


Perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1906. Post en Telegraafdients diubah menjadi Post, Telegraaf en Telegraafdients (PTT). Pada tahun 1922 – 1923, kantor pusat PTT yang sementara berkedudukan di Weltevreden (Gambir) mulai dipindah ke gedung BOW (Bugerlijke Openhare Werken) di Bandung, sebagai Kepala Jawatan PTT RI yang pertama adalah Mas Soeharto dan R. Dijar sebagai wakilnya.


Gedung Post, Telegraaf en Telefoondients Yogyakarta didirikan pada akhir 1915. Badan ini dapat bertahan hingga jaman pendudukan Jepang.


Setelah Indonesia merdeka, Post, Telegraaf en Telegraafdients berubah menjadi jawatan Pos, Telegram dan Telepon (jawatan PTT). Tahun 1961 menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Perusahaan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga pada tahun 1965 berdasarkan PP No. 29 PN Postel dipecah menjadi dua, yaitu Perusahaan Negara Pos dan Giro serta Perusahaan Negara Telekomunikasi.


Pada tanggal 9 Maret 1978 Perusahaan Negara Pos dan Giro, berubah menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro yang disingkat Perum. Pos dan Giro (berdasarkan dengan PP No. 9 tahun 1978) yang ditetapkan kembali dengan PP No. 24 tahun 1984. Perum Pos dan Giro merupakan Badan Usaha Negara dalam lingkungan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, dipimpin oleh satu direksi yang bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.


Pada tahun 1955, pemerintah menetapkan Perum Pos dan Giro berubah status menjadi PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan PP No. 5 tahun 1955, tanggal 27 Febuari 1955 dan akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris Soejipto, SH di Jakarta dengan No. 117 tanggal 20 Juni 1995.

2.3. Struktur Organisasi Perusahaan


Struktur organisasi didefinisikan sebagai mekanisme formal yang menunjukkan kerangka, susunan fungsi, bagian atau posisi maupun orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi.


Struktur ini mengandung unsur spesialisasi kerja standardisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran (ukuran) satuan kerja. Bagian-bagiannya antara lain adalah :

1. Kepala Kantor Pos

2. Wakil Kepala Kantor Pos

3. Bagian Pengawasan Umum 

4. Bagian Administrasi / SDM

5. Bagian Peralatan

6. Bagian Keuangan / BPM

7. Bagian Akuntansi

8. Bagian Rekening Koran (RK)

9. Bagian Pemeriksaan Pertanggungan Kantor-kantor (PRK)

10. Bagian Jasa Keagenan

11. Bagian Jasa Keuangan

12. Bagian Pelayanan Pos Peka Waktu

13. Bagian Pengolahan Pos

14. Bagian Pemasaran

15. Bagian Sarana

Sarana bagian-bagian yang telah disebutkan di atas, Kantor Pos sekarang ini mempunyai unit-unit divisi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab secara lebih khusus. Divisi-divisi tersebut adalah :

1. Unit Divisi Teknologi dan Sistem Informasi

2. Unit Divisi Filateli

3. Unit Divisi Paket Pos

4. Unit Divisi Transportasi

5. Unit Divisi Properti

Pembentukan unit-unit divisi ini dimaksudkan agar setiap kelompok kerja dapat dengan leluasa bergerak dalam bidangnya.

Sedangkan untuk Divisi Teknologi dan Sistem Informasi sendiri memiliki beberapa bagian, yaitu :

1. Kepala Divisi

2. Bagian Perencanaan dan Pengembangan

3. Bagian Operasi dan Pemasaran

4. Bagian Keuangan dan Administrasi

5. Unit Usaha.

2.4. Proses Pengiriman Paket Pos


Pengiriman Paket Pos dapat dilakukan oleh masyarakat melalui loket kantor pos secara langsung, bis surat yang disediakan kantor pos, tromol pos, kantor pos tambahan/pembantu, pos keliling kota maupun pos keliling desa. Petugas akan mencatat data-data mengenai pengirim seperti : nama, alamat, kota asal, berat, tarif dan biayanya serta data-data kemana tujuan paket-paket tersebut dikirim. Besarnya biaya pengiriman ditentukan dari beratnya barang (dalam Grm) dan kota tujuan (propinsi tujuan) dari paket tersebut.


Sebelum paket-paket tersebut dikirim, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan seperti harus dicap pos, disortir menurut jurusan dan kota tujuan, kemudian dibendel dan diikat. Setelah itu dimasukkan ke dalam kantong pos lalu diikat dan disegel. Kantong pos tersebut kemudian diangkut dengan kendaraan pos untuk selanjutnya dibawa dengan alat transportasi umum yang sebelumnya telah diadakan perjanjian kerjasama dengan sistem berlangganan seperti angkutan milik pos dan giro, bis, kereta api, kapal laut ataupun pesawat udara ke kantor pos tujuan.


Setelah tiba di kota tujuan paket tersebut akan diterima oleh bagian pengolahan pos yang sebelumnya dilakukan penjemputan atau pengambilan pada pihak yang membawanya oleh petugas khusus. Paket tersebut akan disortir menurut jumlah antaran dan diantar sampai ke alamat tujuan, tetapi bila paket yang telah dikirim dan tidak dapat disampaikan ke alamat tujuan karena berbagai hal, misalnya alamat yang dituju tidak jelas maka paket tersebut akan dimasukkan ke kotak pos atau tromol pos dan selanjutnya akan dikembalikan kepada si pengirim.
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